
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI
BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN

URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
umum yang berkualitas, sederhana, tepat
waktu, cepat dan murah, dan untuk lebih
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
perlu memberdayakan Kecamatan sebagai
perangkat daerah unsur lini kewilayahan
yang berhubungan langsung dengan
masyarakat;
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b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan dan
ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun
2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Banjarnegara, perlu melimpahkan sebagian
kewenangan pemerintahan dari Bupati
kepada Camat untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
Banjarnegara tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati
Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian
Urusan Otonomi Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah–daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pebentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
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15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan
dan Penetapan Wilayah Kecamatan di
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor
42 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 20);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 18 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banjarnegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Banjarnegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan.

6. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

BAB II
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
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(2) Selain tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Camat melaksanakan  kewenangan
Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah yang
meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat
dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

(4) Yang dimaksud dengan eksternalitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah kriteria pelimpahan urusan
pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang
timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan.

(5) Yang dimaksud dengan efisiensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah kriteria pelimpahan urusan
pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi
yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan dilingkup kecamatan.

(6) Sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, berpedoman pada peraturan perundang–
undangan yang berlaku.

(2) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi tugas
Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja Kecamatan.

(3) Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Camat dalam pelayanan bidang
perijinan dan non perijinan, akan  diatur dalam Peraturan
Bupati tersendiri.

(4) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan kepada Camat
disertai dengan sarana dan prasarana, pembiayaan dan
personil.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan
yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

(2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh
Sekretaris Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait.

(4) Dalam melaksakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dibentuk Sekretariat.

(5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada
pada Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 6

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setiap
semester melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pelimpahan
sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten dari Bupati kepada Camat.
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(2) Laporan hasil kerja Tim disampaikan kepada Bupati.
(3) Berdasarkan laporan hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Bupati dapat menambah dan/atau menarik
kembali urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Camat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

(1) Camat wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten yang telah dilimpahkan secara
berkala setiap semester.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dari
Bupati kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-2-2012

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19600519 19810 1 001

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-2-2012Z
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
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